BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUFATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : & bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum dan tertib administrasi serta memberiken
pedoman bagi Pemerintah Dacrah dan Pemerintah
Desa dalamm  pengelolaan Dana  Desa, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pedoman FPengelolaan Dana
Desa;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nemeor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunsaan,

beberapa ketenmian dalam  Peraturan  Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudsh hdak
sesuai lagi, schingga perlu diubah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan echagaimana
dimaksud pada huruf & dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kebupaten Dalam
Lingkungan Propins Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Nesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5495);



Menetapkan :

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintshan Daerah [Lernbaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587),
sebagaimana felah dinbah bebérapa i, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahen Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentnng Pemerintahan
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 3679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan WUndang-Undang
Normmor 6 Tahun 2014 tentang Desa ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539}, schaguimena diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2104 tentang FPeraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahvm 2014
tentang Dane Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negam
Republik Indoneain Tahun 20i4 Nomor 168,
Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesa
Nomor 5558), schagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengen Peruturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2104
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-
49/ PME_O7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunasan, Pemantauan dan Evaliiasi
Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
DESA,



Peaal [

Beberapa ketentuan dalamm Peraturan Bupati Parworejo Nomor Ll
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolasn Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11, Seri E Nomor j8), diubah
schagai berikut:

1.

Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
herikuat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatt ini, yang dimaksud dengan:

1.

13,
il.

12.

Pemerintah Pusat, yang sclanjuinya disebut Pemerintah, adalah
FPresiden Repubhk Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana
dimaksud dalaim Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Dacrah adalah Kabupaten Purworsio.

Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengrara
Pemernintghan Daerah yang memimpin  pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dasrah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keusngan dan Aset Dacrah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinss Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

Dean adalah ketafidan madyarakal hakum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan mesyarakst seiempet berdasarkan
prakarea masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negata
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten
Purwonejo.

Pemerintahan Desa  adalah penyelenggaraan  urisan
pemerintahan dan kepentingsn masyarakat setempat dalem
pistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia,
Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai tnsur penyelenggarn Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
Badan Permusyawaratan Desa, yang sclanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang melakesanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya mertipakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilun wilayah den ditetapkan secara demokratis.

Dana Desa sdalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan den belanja negare yang diperuntuklksn bagi Dess
yang ditransfer melahy anggaman pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunaken untuk membiayai
p:nm.:lcngaman pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemsesyarakatan, dan pémbeidayaan masyaraiat.



13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Dega, dan unsur
masyarakat yang disclenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal yang bersifat strategio.

14, Keuangan Desa adalah semua hak dan Kewsjibay Desa yang
dapat dinilei dengan usng serta segala scsuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanasan hak dan
kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sclmjutnya
disingkat APBN, adalah rencena keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwaldlan
Rakyat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah yang selanjuinya
dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Dacrah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daeralt dan Dewan Perwakilan Rakyat Dattah dan
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah,

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjuinya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

18 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupat untuk
mengmpung seluruh  penerimaan deerah dan membayar
seharuh pengeluaren daerah pada bank yang ditetapkan

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkas RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung scluruh penerimasn Desa dan digunakan untuk
membavar seluruh  pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan

20. Rencana  Anggaran Biaya dan Kepiatan Dana Desa, yang
selartiutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang
memiint rincian biava dan kegiatan yang digunakan sebagai
dasar pelakzanasn Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

21.Sisa Dana Desa adalah Dans Desa vang disalurkan olen
Pemerintah Dacrah kepada Desa yang tidak habis digunakan
oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjedi bagian
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa.

22. Bendahara Desa adalah unsur stal sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan atau  pejabat
Perangkat Desa yang dihmjuk oleh Kepala Desa untuk
menataueahakan keuangat Desa.

23, Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebuten lain yang
melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.

24, Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa di tingkat Deaa dan ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

25, Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk memfasilitasi pelaksanasn pengelolaan Dana Desa

tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



!
2. Ketentuan ayat {3} huraf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
perbunyi schagai berikut:

Pagal 12

{1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka
pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa
yvang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan keanggotnan Tim Pendamping Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Camat selaku penangringiawab,

b. Seckretaris Kecamatan sebagai Ketua,

c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk danfatsu  yang
membidangi sebagai Sekretaris,

d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai
angpota sesuai kebutithan.

{3} Tugas, kewenangan dan kewsjiban Tim Pendamping Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menyusun data-data veriabel bahan perhitungan penetapan
Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana
Desa;

b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dolumen
lain yang diperhikan sebagai dasar peleksanaan Dana Desa;
¢. melaksannkan verifikasi terhadap berkas permohonhan
pencairan Dana Desa yung dinjuksn oleh Pemerintah Desa

dan hasiinya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;

d. melaksapakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban
Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituengkan
dalam Berita Acare Venfikasi,

¢. menyampaikan berkas permohonsan pencairan Dana Deza
vang telah diverifikasi kepada Bupati ¢.q. Kepala DPPKAD,

f. melakukan fasilitasi penyelesaian permaealahan dalamn
pengelolaan Dans Desa,

g melakukan fasilitasi penyampeian pelaporan pengelolaan
Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;

h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
Dana Desa.

{4) Biaya operaaional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang

(5) Format Berita Acara Hanil Verifikasi Berkas Permohonan
Pencairan Dana Desa sebagaimansa dimaksud pada ayat (3}
huruf ¢, tercantumn dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan ayat {2) Pasal 14 diubah dan ayat (5) dihapus, schinggz”
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan
apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran
berkennan.

(2} Dana Desa disaturkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan
schagai berikut:

a. tahap [ pada bulan Maret sebesar 60% [enam puluh
peraerarus);

. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% {empat puluh
perseratus);

{3} Permohonan pencairan Dana Desa tahap | sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf a, diajukean secara tertulis dengan
dilampiri:

a. surat pengentar dari Kepals Desa perihal Permohonan

Pencairan Dana Desa tahap I;

kwitansi tanda terima Dans Desa tahap 1;

fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang

berwenang,

d. Peraturen Desa tentang AFBDess bagi pencairan Dana Desa

tahapI;

RAB-Dann Deaa;

laporan realisesi penggunaan Dana Desa tahun anggaran

sebelummnya

Berita Acara hasil verifikesi persyaratan pencairan Dana

Desza tahap I dani Tim Pendamping Dana Desa;

Surat Pengantar dari Camat; dan

Surat Peryataen Tanggung Jawab dari Camat aies proses

verifikasi dan evaluasi berkaz permohonan pencairan Dana

Desa.

{4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap [ sebagaimana
dimsksud pada ayat {2) huruf b, diajukan secara tertulis
dengan dilampiri:

a. surat pengantar dari Kepala Desa perhal Permohonan
Pencairan Dana Desa tahap I1;

b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;

c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang
berwenang;

d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada
perubahan APBDesa;

e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;

f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun
anggaran berjalan, yang menunjukan Dana Desa tahap I
telah digunskan sebesar paling sedikit 50% ({lima puluh
perasratus);

o

o

-



g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana
Desa tahap II dari Tim Pendamping Dana Desa,

h. Surat Pengantar dari Camat; dan

Surat Penyataan Tanggung Jawab dari Camat atas pruaes

verifikasi dan cvaluasi berkas permchonan pencairan Dana

Desa,

(5} Dihapus.

{6) Permohonan pencairan  berilknt  lampirannya scbhagairnana
dimaksud pada ayat (3] dan ayat {4), dibuat rangkap 3 {tiga),
dengan ketentuan sebagai berikut:

. 1 {satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala
DPPKAD melajui Camat;

b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, dityjuken kepada Canmat;

c. 1 (satu) mngkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi schagai
berilnat:

Pasal 15

{1} Penyaluran Dana Desa tahap [ atau tahap I1 setiap tahun
anggeran dilakukan setelah Dana Desa tahap 1 atau tahap II,
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

[2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala

DPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Deerah ke RKD setelnh permohonan pencairan Dana
Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.

{3} Setelah Dana Desa disahirkan, Kepala DPPKAD menyampaikan
surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa pencrima
Dana Desa melalui Camat.

. Kctentuan Pasal 20 diubah, sehinggs berbunyi sebagai berilout:

Pasal 20

Perubahan penggunasen Dana Desa dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

. Ketentuan ayat (2] Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi scbagai

berikut:
Pagal 22

(1) Kcpala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunasn
Dana Deaa secara bertahap kepada Bupati.



(2} Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
ascbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengen
ketentuan: -~
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, yaitu
laporan yang berisi penerimaan dan penggunsan Dana Desa
tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
b. laporan realisasi penggunsan Dana Desa akhir tahun
anggaTAn, yaitw laporan yang berisi penerimasn dan
penggunaan Dana Desa tshap [ dan tahap II tahun anggaran
berjalen yang disampaikan paling Jambat minggu kedua
bulan Februan tahun anggaran bertkutnya.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimalksad
pade ayat {1), disusun oleh Pelaksana Kegiatan dan dizampaikan
kepeda Kepela Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala
Deaa keparda Tom Pendamping Dena Desa.

[4} Format laporan reslisasi penggunaan Dana Dess scbhagaimana
dimaksud pada ayat {2} tercantizm delam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

. Ketentuan ayat (3] dan ayat (4) Pasal 23 diubah, schingga berbunyi
sebagai berilcu

Pasal 23

(1) Berdasarkan laporan realisnsi penggunean Dana Desa yang
diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa
menyuasun  rekapitulasi laporan reglisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa untuk disampailean kepada Bupati c.q.
Kepala DPPEAD, dengan tembusan kepada:

a. Inspekiur Kabupaten Purworejo;
b. Kepala Bagian Perperintahan Desa dan  Kelurahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

{2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping
Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan realisasi dan
konsolidasi penggunasan Dana Desa untuk disampaikan kepada
Bupati.

{3} Bupati menyampaikan leporan  realisasi  penyaluran dan
konsolidast penggunaan Dana Desa kepada Menteri Kenangan
c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keusngan dengan
tembusan dihnjukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desas, Pembangunan Daerah Tertinggael dan Transmigrasi serta
Gubernur Jawa Tengph dengan ketentuan sebagai berilout:

a. paling lambat mingge keempat bulan Februan tahun
angearan berkenmsan, untuk laporan realisasi penyaluran
dan konsclidasi penggunasm Dana Desa tahun anggaran
sebelumoye; dan



b, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berkenaan, untuk laporan realisesi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggargn
berjalan,

{4} Format releapitulasi faporan realisasi penyaluran dan penggunaan
Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturm dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 26 diubah, sehingpa berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 26

(1} Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa
oleh Camat dan Bupati.

(2} Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1),
dilakukan terhadap:

realisasi penggunaan Dana Desa;

penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;

pertanggungjawaben penggunaan Dana Desa;

Sisa Dana Desa.

AP oY

. Ketentusn Pazsl 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilaat:

Pasal 28

(1} Bupaﬁmmundapmlyaluranbanaﬂmat&hapldal&mhal
permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {3).

b. terdapat BSisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
scbehamnya  lebihk dan 30%  (tiga puluh  perseratus);
dan/atau

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(2) Dana Desa tahap I yang ditunda penyalurmnnya dalam hal
terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh perseratus} sebagaimana dimaksud pads ayat
{1} huruf b adalah sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Siza Dansa Desa i RKD tahun anggaran sebelumnya
Iehlhbeaardanjumlahnmanesatahaplyangakan
disalurkan, maka penyshiran Dana Desa tahap 1 tdak
dilalenksn.

(4} Penundaan penyaluran Dana Desa tshap I dilakukan sampai
dengan 8isa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
telah direalisasikan, sehingga jumiah siza Dana Desa di RKD
menjadi paling tinggi aebesar 30% {tiga puluh perseratus) dari
anggaran Dana Desa tthun anggaran sebelumnya.



10.

11,

12.

(5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tabhun anggaran berjalan
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya maaih
lebih tinggi dari 30% (tga puluh perseratus), penyaluran Dana
Desa 1 yang ditunda sebagaimana dimoksud pada ayat (2)
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II,

Ketentaan Pasal 29 ayat (2} dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagnai berikut:

Pasal 20

(1} Bupati menunda penyalaran Dana Desa tabap I, dalam hal
permohonan pencairen Kepala Desa  tidak  memenuhi
perayaratan sebagaimana dimaksud datam Pasal 14 aysat [4).

(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 31 diubkah, sehingga berbunyi aebagai beriloat:
Pasal 31

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam
hal seteiah dikenakan sanksi penundean penyaharan Dana Desa
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Desa
masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tga puluh
perseratus).

{2} Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pads ayat (1] ditakulan pada penyahiran Dana Desa tahun
anggaran berilnutnya dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan
¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Diantara Bab X den Bab XII disisipkan 1 {satu) bab, yakni BAB X,
sehingga berbunyl scbhagal berkut:

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap | Tahun Anggaran
2015 mengpunakan laporan realinasi penggunaan Dana Desa Tahep
Ml Tahun Anggaran 2015 yang memuat realisasi penerimasn dan

Dana Desa Tahap 1, Tahap I dan Tehap Il Tahurn
2015.



13. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga berbunyi stbagaimana
tercantum dalarn Lampiran ! Peraturan Bupadi ini.

14, Ketentuan Lampiran [0 diuvbah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Lampiran Il diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran T Peraturan Bupat ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahninya, memerintahkan pengundangan

Peraharan Bupeti ini dengan penempatannys dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetaplkan di Purworejo
pada tangeal 4 April 2016
BUPATI PURWOREJOQ,
Ttd.
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
padna tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ
TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI E NOMOR 11

R o 19650529 199003 2 007




LAMPRAN |

PERATURAN BUPATI PURWORELIO

NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA HASIL VERIFTKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DEEA

TAHUN ANGGARAN ........
NOMOR © oo cvisnsni s ern s s
Pada hari ini ............e. tanggal .............. bulan ............... tahun Jua ribua
........................ , bertempat di Buang ...........coocvivimnnmicnsssaae.-...  Oerdasarkan
Keputuegann Camat ... Nomor: .....ooceeeeeee tentang Pembentuksn ‘Tim
Pendamping Dana Desa Kecamatan ..o, Tahum .......... telah dilaksanakan
verifikani atas berkas Permohenan Penacgiran Damna DDA ..ccccccesccisiesenns .
berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ............ tentang
......................................................... , dengan ha=il sebagsi berikut:
NG HASIL
) UNSUR YANG DIFERIKSA ADA/TIDAK | pogrronrasan
1. | Surat Permohonar) ....cocveiiiiiiiimcnei e yang {lengkap dan
ditamdatangani oleh Kepala Desa dan benar)
distemnpel basah
2 | Kwitana tandas tefIMA oo yang

bermaterai cukup dan ditandatangani oleh
Kepala Desa dim Bendahara Desa seria
distempel basah

Fotuhup:buh:tabunganﬂzlnmmg!inabﬂa.

Tahun Anggaran ...........

Rencansa Anggaran Biaya dan
Kegiatan { Perubahan RAB- Dana Desa

3
dilegalisiv pejabat yang berwenang
4. | Perdes tentang APBDena;/ Perubahan AFBDesa
5
6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Hasil Verifikani schbagaimana tersebut di atan untuk sclanjuinya dapat dijadilean
sebagai dasar pertimbangan dalam pengajusn permohonan pencairan Dana Desa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Purworcjo Tahun Anggaran

---------------------




Deruikian Berita Acara ini dibuat dengan scbenar-benarnya dan untuk dapat

" : - oy
TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN ........ TAHUN...........

T T T i aenes

e | i titie et aeteasen s aamemenarnemeeantasnseeransen | serenemeessmsmemeearnnes | wreveseesbeisasisrenseis

3. | pat

BUPATI PURWORE.I(,
Tid,
AGUS BASTIAN

\/9 w0 ?\ / embina Tingkat I
==41P. 19650529 199003 2 007



FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUMNAAN DANA DESA

LAMPIRAN [0

PERATURAN BUPAT]I FURWOREJO
HOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERIUMBAHAN ATAS
FERATURAN BUPATI PURWOREIC
MOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

A. FORMAT LAPOStAN REALISAST PENGOUNAAN DANA DESA TAHAF 1

LAPORAN REALISAS] PENOGUNAAN DANA DE3A
TAHAP [ TAHUN ANGOARAN................

PEMERINTAH DESA.......- o0 sl KECAMATAM. ............. KABUPATEN FURNCREIQ
N DAN
EODE TOL.
JUMLAH JUMLAH
REKERING URAIAN BUKTI | penNFRIMAAN |PENGELUARAN| SALDG
[wesusikan PENYALU {DEBET (KREDITY
AFBD-aa) RAN
1 | | 3 4 )
A PENDAFPATAN
Tendapatan Tranaier
1 Rp. Fy. Rp.
B A
Bidanyg Pepyriergtmaraan
Pemerintahor Desa Rp. Ry. Rp.
{Kegintan......... [ Rp. Rp.
| perbaiom mburan {REg. Rp. Rp.
jalan Denn Rp. Fp. Rp.
|
Bidang Ponbdnsan Yeep. Rp. Rp.
KEmARERLY. —.eves s eeee Rp. Rp. Rp.
Bidang Pemberdaysaan
Kegiatan. ..... Rp. Rp. Ry
[
Ep. Rp. Ep.
Penwlabara Dess, Disetujisi oleh
KEPALA DESA




H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGOUNAAN DANA DESA AKHIR: TAHUN ANGOARAN

LAPCRAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN ..........

PEMERIRTAE DESA coeve e v eoe e ve oo KECAMATAN. ... v s o KABUPATEN PURWCIREL IO
PAOU DANA DESA : Bp. ..
HO. DAN
KODE TGL. JUMLAH JUMLAR
REKENING URAIAN BUKT] | oonpROZAAN {PENGELUARAN| SALDO
|emapiboirs PENYALU {DEBET} (KREDIT]
APBDcms) RAN
LA
] 4 5
Rp. [ e IFP-
Rp. {Rp. |Rp.
Kp. RP. Rp.
Rp. Ry. Rp.
Ry Rp. Rp.
Ep. Rp. jEp.
Ep. Rp- Ep.
Rp. Rp. Ry,
Ep. Rp. Fp.
Ep. Rp. Rp-
Rp. Rp. Rp.
Disetujui oleh :
KEPALA DESA
fomsenmmans comemaeen e eemrenees ) oo wrd
BUFPATI PURWOREJO,
SESUAI DENGAN ASLINYA Ttd.
\LA BAGIAN HUKUM AGUS BASTIAN

(’\9 Wo e / embma Tingkat I
==7P. 19650529 199003 2 007
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